
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGOR( 
SalinaA 

PERATURAN BUPATI BOJOIIEOORO 
NOIIOR 4 TAHUJI 2013 

TENTANG 

BESARAl'l UANG PERSEDIAAlf BAGI SA.TUAN KERJA PERANGKAT 
DAERAH KABUPATEN BOJOIIIEGORO TAHUN ANGGARAN 2013 

Menimbang 

Mengingat 

D.Ell'GAN RAIUIAT TUBAl'f YANG MAHA E8A 

BUPATI BOJOIIIEGORO, 

a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 201 Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 perlu 
ditctapkan Besaran Uang Persediaan bagi masing­
masing Satuan Kerja Perangkat Daerah se-Kabupaten 
Bojonegoro; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, maka perlu rnenetapkan 
Pcraturan Bupati tentang Besaran Uang Persediaan Bagi 
Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro 
Tahun Anggaran 2013; 

I. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Dacrah Kabupaten/ Kota Dalam 
Lingkungan Provinsi ,Jawa Timur (Diumumkan pada 
tanggal 8 Agustus 1950); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotismc (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3 . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4 286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negiu-a Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lemharan Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 



·2· 

6. Undang-Undang Nomor 32 TahWl 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Neg.ua Republik Indonesia. 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 
yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 
TahWl 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Neg.ua Republik 
Indonesia TahWl 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 12 TahWl 2011 tent.ang 
Pembentukan Peraturan Perwidang-Wldangan (Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Kcuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembar= Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
scbagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 21 Tahun 2011; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 53 Tahun 2007 
tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan 
Kepala Daerah; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapan dan 
Belanja Daerah Tahun 2013; 
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15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Oaerah Kabupaten 
Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 2); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 
Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 3); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 4) 
sebagaimana telab diubab dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2011 (Lembaran 
Daerah Ka bu paten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 9) ; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Sojonegoro Nomor 7 
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas 
Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah 
diubab yang kedua kalinya dengan Peraturan Dacrah 
Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2011 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 20 I I Norn or 10); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 
Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja 
Inspektor.1.t, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 
Nomor 6) sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 
9 Tahun 201 1 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro 
Tahun 2011 Nomor 12) ; 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 
Tahun 2008 tentan_g Organisasi dan Tata Kerja 
Kecarnatan dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten 
Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro 
Tahun 2008 Nomor 7); 

21. Peraturan Daerah Kabupatcn Bojonegoro Nomor IO 
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 8atuan 
Polisi Parnong Praja Kabupatcn Bojonegoro (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bojonegoro Ta bun 2008 Nomor 8) ; 



Menetapkan 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kcrja Lembaga 
Lain Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bojoncgoro Tahun 2008 Nomor 9) ; 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro 
Nomor l Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 
2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 
2013 Nomor I ); 

24. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2009 
tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan 
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (Serita Daerah 
Kabupaten Bojoncgoro tahun 2009 Nomor 15); 

25. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tabun 2013 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2013 
(Berita Oaerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013 
Nomor 3); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN VANG 
PERSEDIAAN BAGI SATUAN KERJA PERANOKAT DAERAH 
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN ANGGARAN 2013 

Pasal 1 

Uang Pcrsediaan (UP) Bagi Satuan Kerja Perangkat Oaerah ditetapkan 
dengan mempcrhatikan pagu anggaran dan kebutuhan masing-masing 
Satuan Kcrja Perangkat Daerah. 

Pasa.l 2 

Pertanggungjawaban pcnggunaan Uang Persediaan (UP) dilakukan oleh 
masing-rnasing Satuan Kerja Perangkat Oaerah sesuai dengan ketencuan 
Peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 3 

Besaran Uang Persediaan (UP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan 
Pasal 2, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 4 

Bagi Saluan Kerja Perangkat Oacrah yang telah mempertanggungjawabkan 
Uang Persediaan (UP) yang telah didipcrgunakannya sesuai ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dapat mengajuk:an Oanti 
Uang Persediaan (OU) paling tinggi sebesar Uang Persediaan (UP) yang telah 
dipertanggungjawabkan tersebut. 



.5. 

PasalS 

Mekanism.e pengisJan kembali Uang Persediaan (UP) melalui Ganti Uang 
Persediaan (GU) diatur sebagai berikut: 
a. SPP•GU dapat diajukan apabila dana Uang Persediaan (UP) yang telah 

digunakan dan dipertanggungjawabkan sekurang•kurangnya sebesar 
50% (Lima puluh per seratus); 

b. Dalam ha! suatu kcgiatan memerlukan dana mendesak sedangkan dana 
Uang Persediaan (UP) yang tersedia tidak menculrupi, maka SKPD yang 
bersangkutan dapat mengajukan SPP Tarnbahan Uang Persediaan (SPP­
TU); 

c. Terhadap pengajuan SPP-TU sebagaimana dimaksud pada huruf a 
terlebih dahulu harus mendapat persctujuan Kepala Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Kekayaan Daerah selalru Pejabat Pengelola Keuangan 
Daerah. 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya da.lam Serita Daerah Kabupaten 
Bojonegoro. 

Diundangkan di Bojonegoro 
pada tanggal 25 Januari 2013 

Ditetapkan di Bojonegoro 
pada tanggal 25 Januari 2013 

BUPATJ BOJONEGORO, 

ttd 

H. SUYOTO 

Rl'KPBTAJWI DAERAII KABVPATM BOJOIOtOOR.O 

ttd 

Dn. SOBHADI JIOEWOJl'O, JIM 

IIDJTA DADAB KABVPATEII' BOJOlll:GOR.O TAHUN 2013 NOIIOR 4 . 

Salinan sesuai dengao aslinya 
811:&R.ttARIS DABRAII KAIIVPATM BOJOll'BOOR.O 

pij. 80EJIA1ld~ 9-> 
Pembina Utama Madya 

NIP. 19600131 198603 l 008 



NO. 

1 

1 
2 

3 

4 
5 

6 
7 
8 

i 
10 
11 
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LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO 
NOMOR : 4 T AHUN 2013 
TANGGAL : 25 JANUARI 2013 

BESARAN UANG PERSEDIAAN BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 

SE-l<AIIUPATEN BOJONEGORO TAHUN ANGGARAH 2013 

SATUAII KEJUA PERANGKAT DAERAH UANG PERSEDIAAN KETERANGAN 

2 3 4 

Dinaa Pandidikan Rp 1,000,000,000.00 

Olnas Kesehatan Rp 350,000.000.00 

RSUO Kolas D Sumbarrejo Rp 125,000,000.00 

RSUD Kalas D Padangon Rp 125,000,000.00 

Dlnas Pekeljaan Umum Rp 250,000,000.00 --- -Oinas Pengairan Rp 150,000,000.00 -Sadan Perencanaan Pembengunan Oaerah Rp •00.000.000.00 
Dlnao Perhubungan Rp 300,000,000.00 

Badan Ungkungan Hidup Rp 75,000,000.00 
Dlnas Kebefsihan clan Partamanan Rp 200,000,000.00 

·-
Dinas Kependudukan dan Peneata1an Sipil Rp 200.000,000.00 
Sadan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Befencana Rp 250,000,000.00 

-
-

-

-

, Oinas Tenaga Kerja, TranlllTllgrasl dan Sosial Rp 250,000.000.00 
14 llinas Ko,,enlsl, Usaha Kacil dan Menengah Rp --100,000,000.00 
15 Oinas KAllxldayaan dan Pariwlsata Rp -150,000,000.00 
18 Badan Kesatllan Bangsa. Politik dan Perlindungan Masyarakat Rp 300,000,000.00 
17 Saluan Polisl Pamong Praja Rp 250,000,000.00 . -18 Sadan PenanggulangM Bencana Daerah Rp 40,000,000.00 
19 Sekretarlat 08erah : Rp 

-
835,000,000,00 

a. Bagian Organisasi dan Tata Laksana Rp --50,000,000.00 
b. B.lglanPemerintahan Rp 100,000,000.00 

c. Bagian Hukum dan Per .UU Rp 
·-

100,000,000.00 

•• Baglan Sumbesdaya Alam Rp 50,000,000.00 

I. 8aglan Pertengkapan Rp 100,000,000.00 
g. Raaian POf!1ban9un,an Rp 

--25,000,000.00 
h. Baglan Perekooomian Rp -50,000,000.00 

L llagjan Umum dan Keuangan Rp 
·-

250,000,000.00 

Bagian Humas clan Prolol<ol Rp 85,000,000.00 --k. ~• KesejahlBraan Rakyat Rp 25,000,000.00 
-20 Seltretariat DNan Pe<wakilan Rakyat Daetah Rp 1,250,000,000.00 

Badan P9ng8iolaan Ke<J,ongan dan Kekayaan Oaerah -·-·-21 Rp 250,000,000.00 .•--~-· -22 Badan Kspegawaian Daetah Rp 250,000,000.00 
23 lnspal(torat Rp 100,000,000.00 
24 Badan P8f1inan Rp 40,000,000.00 --- -25 Kantor Ketahanan Pangan Rp 75,000,000.00 -- ·-26 Badan Pambe<dayaan Masyarakat dan Pemerintahan Cesa RP 250,000,000.00 

·-27 Kantor Alsip dan Petpustakaan Rp 50,000,000.00 
28 Dinaa Komunlkaai dan Jnformatlka Rp 250,000,000.00 
29 Dinas P-nian Rp 350,000,000.00 

Oinas Perhutanan dan Per1<ebunan - -30 Rp 300,000,000.00 
Oinas Po4mmakan dan Perikanan -31 Rp 150,000,000.00 

32 Oinas Perindustrian dan ~ 
-~p 125,000,000.00 

--·· 33 Dlnas Pondapatan Oaerah Rp 250,000,000.00 
Jumlah dl!>lndahkan -

Rp t,040,000,000.00 



 

NO. SA.TUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 

1 2 

Jumlah pklclahan 

34 Kacamalan Bojooegoto 

35 Kecamalan Kapaa 

38 Kecamalan Balen 

37 Kecamalan Sumberrejo 

38 Kecamalan Kanor 

39 Kecamalan Baureno 

"° KecamlllBn Sugihwaras 

41 Kecamatan Kepohbanl 

,42 Kecamalan Kedungadem 

43 Kecamatan Sukosew\J .. Kecamallln Trucuk 

45 Kecamalan Malo 

~ Kecamatan Kalltidu 

47 Kecama1an Dender 

-46 Kecamatan Padangan 

•9 Kacamalan Purwcsari 
, Kecamatan Kasiman 

61 

52 
53 
S4 

55 

58 

57 
58 

69 

60 

61 

Kecamatan Kedawan 

Kacamalan Ngasam 

Kecamatan Ngambon 

Kecamatan Tambakrejo 

KecamatanNgraho 

Kecamalan Marvomulyo 

Kecamalan T emayang 
Kecamalan Bul>ulan 

Kecamalan Gondang 

KecamalanSekar 

Kecamalan Gayam 

JUMLAH 

Sa.linan eeauai dcngan a.alin_ya 
BBKRBTAR19 DABRAB KAJIUPATM BOJOIQIGORO 

:: ► 46ii,dba. > 
Pembina Utama Madya 

NIP. 19600131 198603 I 008 

UANG PERSEDIAAN KETERANGAN 

3 • 
Rp 9,040,000,000,00 

Rp 15,000,000,00 

Rp 15,000,000.00 -
Rp 15,000,000.00 

Rp 15,000,000.00 

Rp 15,000,000.00 

Rp 15,000,000.00 

Rp 15,000,000.00 ---
Rp 15,000,000.00 

·--·- ---- ---
Rp 15,000,000.00 .. 
Rp 15,000.000,00 

--
Rp 15,000,000.00 -
Rp 15,000,000.00 -
Rp 15,000,000.00 -
Rp 15,000,000.00 - --
Rp 15,000,000.00 

-
Rp 15,000,000.00 

Rp 15,000,000.00 

Rp 15,000,000.00 

Rp 15,000,000.00 -
Rp 15,000,000.00 -
Rp 15,000,000.00 -
Rp 15,000,000.00 - -
Rp 15,000,000.00 

Rp 15,000,000.00 

Rp 15,000,000.00 -
Rp 15,000,000.00 

Rp 15,000,000.00 

Rp 15,000,000.00 

Rp 9,.S0,000,000.00 

BUPATI BOJOlfEGORO, 

ttd 

H . SUYOTO 


